WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEDONMAN PENGELOLAAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat :

PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa guna mewujudkan Pemerintahan yang
transparan dan akuntabel sebagai salah satu
syarat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
yang baik, diperlukan suatu pedoman pengeiolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
informasi dan dokumentasi yang berkualitas
diperlukan adanya pedoman pengzlolaan
pelayanan informasi dan dokumentesi  di
Pemerintahan Daerah Kota Batam;

bahwa dalam penyusunan SOP PPID Pemerintah
Daerah mengacu kepada Peraturan vlenteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 -entang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informesi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimena
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan haruf ¢,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar kepublik
Indonesia;

UnEiang—Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kasupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kacupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang




Menetapkan :

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomcr 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kaburaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kaburaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lemkaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana “elah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahurt 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor & Talun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

. MEMUTUSKAN:

PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PEZOMAN
PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI  DAN
DOKUMENTASI KOTA BATAM.




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud der.gan:

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Batam.

Walikota adalah Walikota Batam.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeral. Kota
Batam.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah unsur pembantu Welikota
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekre:ariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah,
Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja
dan Kecamatan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik
Pemerintah Daerah.

Informasi adalah  keterangan, pernystaan,
gagasan dan tanda-tanda yang mengandung
nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan
dibaca, yang disajikan dalam berbagai keriasan
dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik maupun non elektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan dan pencatatan dokumen, data,
gambar dan suara untuk bahan informasi publik.

Informasi Publik adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dari/atau
diterima oleh Pemerintah Daerah/BUMD yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah
Daerah/BUMD  sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan serta informasi lain. yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publk yang
selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang
berisi keterangan secara sistematis tentang
seluruh informasi dan dokumentasi publik yang
berada dibawah penguasaan  Pemerintah
Daerah/BUMD tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.

Pengujian tentang konsekuensi yaitu pengujian
terhadap dampak yang dapat ditirabulkan
apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat dengan mempertimbangkar. secara




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

seksama bahwa menutup informasi capat
melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membuka atau sebaliknya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokum:ntasi
yang selanjutnya disingkat PPID adalah p:zjabat
yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, pemeliharaan, penyediaan,
distribusi dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah LCaerah
yang terdiri dari PPID Utama dan PPID
Pembantu.

Atasan PPID adalah pejabat yang merugakan
atasan PPID Utama.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan
pengelola layanan informasi dan dokumen:asi di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk
tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat
pelayanan infromasi dan dokumentasi publik
dan berbagai infromasi dan dokumentasi lainnya
yang bertujuan untuk memfasilitasi
penyampaian informasi dan dokumentasi publik.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang
selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem
penyediaan layanan informasi dan dokumentasi
secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumesntesi
yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan
yang berisi gambaran umum kebijakan teknis
informasi dan dokumentasi, pelaksaan
pelayanan informasi dan dokumentasi, dan
rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan infromasi dan
dokumentasi.

Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat FKPPID Pemda adalah
wadah komunikasi, koordinasi, konsclidasi,
pembinaan dan pengawasan PPID Pemerintah
Daerah.

Sehgketa Informasi Publik adalah sengke:a yang
terjadi antara Pemerintah Daerah cengan
Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna
Informasi Publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan/atau menggunakan informasi
publik berdasarkan peraturan perundang-
undangan.




22. Orang adalah orang perseorangan, kelorapok
orang, badan hukum, atau badan publik.

23. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagairnana
diatur dalam peraturan perundang-undangen.

24. Pemohon Informasi Publik adalah warga r.cgara
dan/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan  permintaan  informasi publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi dimaksudkan untuk memberikan
prosedur bagi OPD dan BUMD di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelayanan
Informasi Publik.

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan Informasi Publik sesuai dengan prinsip
pelayanan yang cepat, tepat dan mudah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

. BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi ini meliputi penyzdiaan
pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumer.tasian
dan pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah dan
BUMD.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Pasal 5
Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah
dan BUMD bersifat terbuka dan dapat diakses cleh

setiap Pengguna Informasi Publik.

Pasal 6

Prinsip-prinsip ~ dalam memberikan  pelayanan
informasi publik adalah:



mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap
kegiatan dalam pemberian pelayanan infc rmasi
publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan
dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan
mudah diakses;

transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan
informasi publik harus dilaksanakan secara jelas
dan terbuka;

akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemterian
pelayanan informasi publik  harus dapat
dipertanggungjawabkan; dan

proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam
pemberian pelayanan informasi publik harus
memperhatikan keseimbangan antara hax dan
kewajiban.

BAB V

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

(1)

(2)

(3)

(4)

DOKUMENTASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah dengan membentuk dan menetapkan
PPID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melekat pada pejabat struktural yang memt idangi
tugas dan fungsi pelayanan informas: den
dokumentasi dan/atau kehumasan.

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan
PPID dibentuk PLID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan PPID Utama pada PLID.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 8

Struktur Organisasi PLID terbagi dalam 7 (tujuh)
kelompok, yaitu:

a. Pembina;

b. Pengarah selaku Atasan PPID;
c. Tim Pertimbangan,;
d. PPID Utama,

®

PPID Pembantu;
f.  Pejabat fungsional; dan/atau

g. Bidang pendukung.



(2) Bagan struktur organisasi PLID sebageimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lamgiran I
Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Penunjukan tim Pertimbangan, PPID Utams dan
PPID Pembantu, Pejabat Fungsional, dan,atau
Bidang Pendukung ditetapkan dengan Kepulusarn
Walikota.

(2) PPIDPembantu pada BUMD ditetapkan cengan
Keputusan Direktur BUMD.

Bagian Ketiga
Pembina Pejdbat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

Pasal 10

Pembina PPID sebagaimana dimaksud dalam Fasal 8
huruf a, dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota
serta memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

a. Fungsi Pembina.

Pembinaan terhadap pengelola layanan informesi
dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan
pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuail
dengan mekanisme yang ditentukan.

b. Tugas Pembina.

1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Daerah; dan

2. mengesahkan dan menetapkan  jenis-jenis
informasi, yaitu informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala,
serta merta, tersedia setiap saat serta informasi
yang dikecualikan.

Bagian Keempat
Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

Pasal 11

(1) Pengarah PPID sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b, dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(2) Pengarah PPID merupakan penentu da.am
pengambilan kebijakan apabila muncul maselah
dalam pengelolaan dan pelayanan informr asi dan
dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan
klasifikasi informasi.

(3) Pengarah PPID mempunyai fungsi dan tugas
sebagai berikut:



a. Fungsi Pengarah:

1. mengarahkan kegiatan pengeiolaan
informasi dan dokumentasi serta mejamin
ketersediaan informasi secara terintsgresi
dan terkoordinasi,

2. menerima keberatan atas penolakar. dari
pemohon informasi publik;

3. memberikan tanggapan atas keberatar. yang
diajukan oleh pemohon informasi dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak diterimanya laporan
keberatan secara tertulis;

4. “sebagai perwakilan pemerintah caerah
dalam sengketa informasi publik; dan

5. memberikan persetujuan atau perolakan
atas surat penetapan daftar informasi
publik dan surat penetapan klasifikesi dari
PPID.

b. Tugas Pengarah:

1. memberikan arahan kepada PPID ‘erkait
pengelolaan  layanan  informasi  dan
dokumentasi;

2. memberikan persetujuan kepada PP atas
informasi dan dokumentasi yarg dpt
diakses/diberikan kpd pemohon informas:;

3. memberikan rekomendasi kepada PFID atas
hasil uji  konsekuensi informesi yg
dikecualikan;

4., memberikan persetujuan atas pertimbangan
PPID terkait dengan setiap kebijakan yg
diambil utk memenuhi hak setiap p:mohon
informasi; dan

5. dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi
dan dapat meminta masukan dati Tim
Pertimbangan.

Bagian Kelima
Tim Pertimbangan

Pasal 12

(1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud da.am
Pasal 8 huruf c terdiri dari para Asisten di
Lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan
seluruh pimpinan OPD Eselon IL.b dan Kepala
Bagian Hukum di Sekretariat Daerah.

(2) Tim Pertimbangan mempunyai tugas utama
sebagai berikut:

a. membahas usulan-usulan informasi yang
dikecualikan; dan



b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas
klasifikasi informasi, termasuk informasi yang
dikecualikan.

Bagian Keenam
PPID Utama

Pasal 13

(1) PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam ?asal

(2)

(3)

8 huruf d, adalah Kepala Bidang Komunika:s. dan
Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Infcrmasi
Kota Batam.

PPID Utama bertanggungjawab kepada Wal. Kota
melalui Sekretaris Daerah.

PPID WUtama mempunyai tugas antara lain:

a. menyusun dan melaksanakan keb:;jakan
informasi dan dokumentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebjakan
informasi dan dokumentasi;

c. mengoordinasikan dan  mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi dari PPID Pembantu,

d. menyimpan, mendokumentasikan,
menyediakan, dan memberi pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publ k;

e. melakukan verifikasi bahan informa:s. dan
dokumentasi publik;

f.  melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan sesuai lengan
SOP sebagaimana tercantum dalam Lanmpiran
Il Peraturan Walikota ini;

g. melakukan pemutakhiran informas  dan
dokumentasi;

h. menyediakan informasi dan dokurrentasi
untuk diakses oleh masyarakat;

i. melakukan pembirnaan, pengawasan, evaluesi,
dan monitoring atas pelaksanaan ketijakan
informasi dan dokumentasi yang dilakukan
oleh PPID Pembantu;

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja

secara berkala dan/atau sesuai dengan
kebutuhan;

k. mengesahkan informasi dan dokumente.si yeng
layak untuk dipublikasikan;

. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejadat
Fungsional untuk mengumpulkan, mergelola,
dan memelihara informasi dan dokuraientasi;
dan

m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa
informasi yang ditetapkan dengan Kepatusan
Walikota.



Pasal 14

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Prablix,
PPID Utama bertugas untuk mengkoordinasikan:

a. pengumuman informasi publik melalui media
yang secara efektif dapat menjangkau szluruh
pemangku kepentingan; dan

b. penyampaian informasi publik dalam bahasa
Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami
serta mempertimbangkan penggunaan bahasa
lokal yang dipakai oleh masyarakat.

Pasal 15

Dalam hal adanya permohonan informasi publik,
PPID Utama bertugas :

a. mengkoordinasikan pemberian informasi pubiik
yang dapat diakses oleh publik dengar PPID
Pembantu di berbagai unit pelayanan informasi
untuk memenuhi permohonan informasi publik;

b. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi,
PPID wajib untuk berpegang teguh kepada prinsip-
prinsip pengklasifikasian informasi. Prinsip-prinsip
tersebut adalah:

1. Informasi publik vang dikecualikan cersifat
ketat dan terbatas;

2. Pengujian konsekuensi atas informasi
dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian;
dan

3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat
permanen, dan ada jangka waktu
pengecualiannya.

c. menyertakan alasan tertulis pengecualian
informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal
permohonan informasi publik ditolak;

d. menghitamkan atau mengaburkan irdormasi
publik yang dikecualikan beserta alasannys; dan

e. mengembangkan kapasitas pejabat fuagsicnal
dan/atau petugas informasi dalam rangka
peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Pasal 16

PPID Utama mempunyai tanggung jawab antare. lain:

a. mengkoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh informasi publils;

b. mengkoordinasikan penyediaan dan pec.ayanan
seluruh informasi publik di bawah perguasaan
masing-masing yang dapat diakses oleh publik;

c. menjaga kerahasiaan informasi yang dikecual:kan
kepada masyarakat dan/atau pemohon irformasi
publik; dan



menjamin keakuratan informasi yang diberikan

kepada masyarakat dan/atau pemohon informasi
publik.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
PPID Utama berwenang:

a.

menolak memberikan informasi dan dokumentasi
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

meminta dan memperoleh informasi dan
dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya,

mengkoordinasikan pemberian peleczanan
informasi dan dokumentasi dengan PP.D
Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang
menjadi cakupan kerjanya;

menentukan atau menetapkan suatu infcrmasi

dan dokumentasi yang dapat diakses oleh gublik;
dan

menugaskan PPID Pembantu dan/atau Zejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk
kebutuhan organisasi.

Bagian Ketujuh
PPID Pembantu

Pasal 18

Kriteria PPID Pembantu sebagaimana dimaksuci dalam
Pasal 8 huruf e adalah:

a.

(1)

meru.pakan pejabat struktural yang melaksenakan
tugas pokok dan fungsi PPID pada OPD dan
BUMD; dan

memiliki kompetens: di bidang peng:lolaan
informasi dan dokumentasi serta pelalisanaan
pelayanan informasi publik.

Pasal 19

PPID Pembantu mempunyai tugas membariu PPID
dalam mengelola informasi dan dokume rtasi di
lingkungan Pemerintah Daerah, yang melig uti:

a. membantu PPID Utama melaksanakan
tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.,

b. menyampaikan informasi dan dokumentasi
kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6
(enam) bulan sekali atau sesuai kebutthan,;



(1)

c. melaksanakan kebijakan teknis informesi dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokox dan
fungsinya,

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon
informasi secara cepat, tepat, berlaalitas
dengan mengedepankan prinsip- prinsip
pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan mengcrapilasi
bahan dan data lingkup Perangkat Dazrah di
lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Batam
menjadi bahan informasi publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan
teknis dan pelayanan informasi clan
dokumentasi kepada PPID Utama secara
berkala dan sesuai dengan kebutuhan

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada eyat (1)
PPID pembantu khususnya sekretariat DPRD
bertugas untuk:

a. menyampaikan, meminta, mengelola,
menyimpan informasi dan dokumentasi kepada
DPRD sesuai peraturan perundang-unclangan,
dan

b. mengkoordinasikan informasi dan dokuinentasi
kepada DPRD untuk menetapkan inforraasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh pulik

Bagian Kedelapan
Pejabat Fungsional

Pasal 20

PPID Utama dapat menunjuk pejabat fungsional
dan/atau Petugas Pelayan Informasi yang
membantu PPID Utama dalam melaksanakan
tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketersediaan angga:-an.

OPD dapat menunjuk pejabat fungsional den/atau
Petugas Pelayan Informasi yang membantu PPID
Pembantu dalam melaksanakan tugas, tanggung
jawab dan wewenangnya sesuai dengan kesutuhan
dan ketersediaan anggaran.

BUMD dapat mernunjuk pejabat fungsional
dan/atau Petugas Pelayan Informasi yang
membantu PPID Pembantu dalam melak sanakan
tugas, tanggung jawab dan wewenangnys sesual
dengan kebutuhan dan ketersediaan anggeran.



Pasal 21

Petugas Pelayan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, mempunyai tanggung jawab:

a  menyiapkan formulir permohonan infcrmasi
sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Peraturan Walikota ini;

menerima permohonar: informasi;
melakukan verifikasi data Pemohon Informasi;

melakukan verifikasi informasi yang diminta

o o0 U

registrasi pencatatan permintaan informasi dalem
buku besar setelah selesai verifikasi sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
[V Peraturan Walikota ini;

f  memproses lebih lanjut ke PPID Utama atau P?PID
Pembantuy;

g melakukan pencatatan dan penomoran surat
informasi yang disampaikan ke Pemohon
Informasi;

h  Dalam hal informasi yang diminta cersifat
terbuka, maka PPID wajib memberikan jawaban
permohonan informasi berupa pemberitahuan
tertulis sesuai dengan format sebageimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota
ini, kepada pemohon informasi paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

i  apabila informasi yarg diminta bersifat tertutup,
PPID menyiapkan jawaban dengan menggunakan
Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik
sesuai dengan format sebagaimana tercantam
dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini, paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari ranggal
diterimanya permononan informasi, untuk
disampaikan kepada pemohon informasi;

j  mendokumentasikan dan menyiapkan :valuasi
pelaporan layanan informasi setiap bulen dan
setiap akhir tahun; dan

k apabila menerima permohonan informasi yang
dikecualikan, wajib meneruskan kepaca PPID
Utama atau PPID Pembantu.

Bagian Kesembilan
Bidang Pendukung Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokurnentasi

Pasal 22

Untuk mendukung kegiatan rutin PPID, dapat
didukung oleh bidang-bidang yang paling kureng terdiri
dari:



(2)

(3)

(4)

Bidang - Pelayanan Informasi dan Dokum:ntasi,
bertugas memberikan pelayanan informasi publik di
RIPD dan mengelola informasi sesuai cengan
mekanisme internal PPID;

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai
informasi publik, melakukan Kklasifi kasi jeris
informasi dan mendokumentasikan informasi yang
telah dikuasai,

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas
melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam
menyelesaikan sengketa informasi; dan

Sekretariat PLID, bertugas memberikan dukungan
administratif dan teknis operasional serta sarana
dan prasarana mendukung tersedianya layanan
informasi dan dokumentasi.

BAB VI
DIDP

Pasal 23

DIDP paling sedikit memuat:
a. nomor,
b. ringkasan isi inforrnasi;

c. pejabat atau unit/satuan kerja yang
menguasai informasi;

d. penanggung jawab pembuatan atau
penerbitan informesi;

e. waktu dan tempat pembuatan informas:;
f. bentuk informasi yang tersedia; dan
g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara
berkala oleh PPID Utama.

Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik
yang sudah dipublikasikan harus diserahkan
kepada perpustakaan Pemerintahan Daerah Kota
Batam untuk dilestarikan dan diklasifikasi mnenjadi
bahan pustaka.

Format DIDP sebagaimana dimaksud pade ayat (2)
terdapat pada Lampiran VII Peraturan Wal kota ini.

BAB Vil
SIDP

Pasal 24
SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID Utama

untuk mempermudah akses pelayanan informasi
publik.



(1)

(2)

3)

(4)

)

Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksuc pada
ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antare. PPID
Utama dan PPID Pembantu.

BAB VIII
LLID

Pasal 25

LLID dibuat dan disediakan oleh PPID Utama
dan PPID Pembantu paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran
berakhir.

LLID sebagaimana cimaksud pada ayat 1)
diumumkan kepada publik dan disampaikan
kepada atasan PPID melalui PPID Utama.

LLID sebagaimana dimaksud peada ayet (2)
disampaikan kepada Walikota Batam oleh atasan
PPID.

LLID sebagaiman dimaksud pada ayat (3) akan
menjadi bagian dalam laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

LLID paling sedikit mernuat :

a. gambaran  umura kebijakan peleyanan
informasi dan dokumentasi Pubik di
lingkungan Pemerintahan Daerah;

b. gambaran umum pelaksanaan pe.ayar.an
informasi dan dokumentasi Publik, antara lain:

1. sarana dan prasarana pelayanan irformasi
dan dokumentasi Publik yang dimiliki
beserta kondisinya,;

2. sumber daya manusia yang menangani
pelayanan informasi dan dokuraentasi
Publik beserta kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi  dan
dokumentasi  publik serta  .aporan
penggunaannya;

e

c. rincian pelayanan informasi dan dokuinentasi
Publik yang meliputi:

1. jumlah permchonan Informasi Puklik;

2. waktu yang diperlukan dalam m:z=menuhi
setiap permohonan Informasi  Publik
dengan Kklasifikasi tertentu;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya; dan

4. jumlah permohonan Informasi Publik vang
ditolak beserta alasannyaanggaran
pelayanan informasi dan dok ymentasi
publik serta laporan penggunaantya.



rincian penyelesaian sengketa Informasi Fublik,
meliputi:

.

1. jumlah keberatan yang diterima,;

2. tanggapan atas keberatan yang diberiken
dan pelaksanaannya;

3. jumlah permohonan penyelesaian seagketa
ke Komisi Informasi yang berwenang; dar.

4. hasil mediasi dan/atau  keputusan
ajudikasi Komisi Informasi yang
berwenang dan pelaksanaannya oleh
badan publik, jumlah gugatan Yyang
diajukan ke pengadilan, dan hasil patusan
pengadilan dan pelaksanaannya oleh

OPD/BUMD.
kendala internal dan eksternal dalem
pelaksanaan layanan informasi dan

dokumentasi Publik; dan

rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan inormasi
dan dokumentasi.

BAB IX

TATA KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 26

Dalam melaksanakan tanggung jawab can wev/snang
pelayanan informasi publik, Atasan PPID, PPID Utama,
PPID Pembantu dan Petugas Pelayan Informasi wa/ib
menerapkan  prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-raasing, .
antar OPD maupun dengan BUMD.

Pasal 27

Tata kerja pelayanan informasi meliputi 5 (lima) fungsi,

sebagai berikut:

a. Penyusunan Daftar Informasi dan Dokuinentasi

Publik
b. Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
c. Uji Konsekuensi Informasi Publik;
d. Penanganan Keberatar: Informasi Publik; dan

e. Fasilitasi Sengketa Informasi

Pasal 28

(1) Penyusunan Daftar Informasi dan Dokuraen:asi
Publik pada Pemerintah Daerah, khususnys untuk

Walikota dilaksanakan oleh PPID Utama.



(2)

(2)

Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Publik pada OPD dan BUMD dilaksanakan oleh
PPID Pembantu dan dibantu oleh petugas yang
ditunjuk untuk memberikan pelayanan informasi
publik di masing-masing OPD dan BUMD.

Pasal 29

Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
Publik dilaksanakan sesuai dengan Kketer.tuan
peraturan perundang-undangan  di Irdarg
kearsipan dan tata persuratan.

SOP Penyusunan  Daftar Informasi  dan
Dokumentasi Publik oada Pemerintah Daerah
tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Waliko:a
ini.

Pasal 30

Pelayanan permohonan informasi publik pada
Pemerintah Daerah, khususnya untuk Walikota
dilaksanakan PPID Utama dibantu oleh Fetugas
Pelayan Informasi.

Pelayanan informasi publik pada OPD dan BUMD
dilaksanakan oleh PPID Pembantu dan cibantu
oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan
pelayanan informasi publik di masing-masing OoPD
dan BUMD.

Pasal 31

Mekanisme dan SOP pelayanan informasi publ k pada
Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran IX
Peraturan Walikota ini.

BAB X

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI

Pasal 32

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi

oo

=0

perseorangan;

kelompok masyarakat;
lembaga swadaya masyarakat;
organisasi masyarakat;

partai politik; dan

badan publik lainnya.



Pasal 33

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib mem enuhi
persyaratan:

a.

(1)

(3)

(4)

()

(7)

mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan/atau perauran
perundang-undangan;

mencantumkan alamat dan nomor telepor yang
jelas;

menyampaikan secara jelas jenis informa:s. den
dokumentasi yang dibutuhkan,

mencantumkan maksud dan tujuan permchonan
informasi dan dokumentasi yang  dapat
dipertanggungjawabkan; dan

menyatakan kesediaan membayar biaya daa cara
pembayaran untuk memperoleh informasi yang
diminta, sepanjang biaya yang dikenaken
terbilang wajar.

Pasal 34

Setiap Pemohon Informasi Publik dagat
mengajukan permintaan untuk memjpzrolzh
informasi dan dokumentasi Publik <epada
Pemerintahan Daerah terkait secara tertuls atau
tidak tertulis.

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dar./atau
Petugas Informasi wajib mencatat nama, Norrior
Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon
Informasi Publik, subjek dan format in‘ormasi
serta cara penyampaian informasi yang diminta
oleh Pemohon Informasi Publik.

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu den/atau
Petugas Informasi wajib mencatat perraintaan
Informasi Publik yang diajukan secare ticak
tertulis.

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu den/atau
Petugas Informasi wa;ib memberikan tanda bukti
perferimaan permintaan  Informasi Putlik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat 12),dan
ayat (3)berupa nomor pendaftaran paca saat
permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara
langsung atau melalui surat elektronik, normnor
pendaftaran diberikan saat penzrimaan
permintaan.

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat,
pengiriman nomor pendaftaran dapat diberi<an
bersamaan dengan pengiriman informasi.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja secjak
diterimanya permintaan, PPID Utamae wajib
menyampaikan permberitahuan tertulis yang
berisikan:



9)

(10)

(11)

a. informasi yang  diminta, berada  di
bawahpenguasaannya ataupun tidak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas
informasi dengan alasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. alat penyampai den format informasi yang
akan diberikan; dan/atau

d. Dbiaya serta cara pembayaran  untux
memperoleh informasi yang diminta.

PPID Utama wajib memberitahukan Badan Pablik
yang menguasai informasi yang diminta asabila
informasi yang diminta tidak berada di
bawahpenguasaannya dan Badan Publik yang
menerima permintaan mengetahui keberadaan
informasi yang diminta.

Dalam hal permintaan diterima seluruhnye. atau
sebagian  dicantumkean materi informasi yang
akan diberikan.

Dalam hal suatu dokumen mengandung nateri
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka info:masi
yang dikecualikan tersebut dapat dihitamken
dengan disertai alasan dan materinya.

Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang
waktu untuk mengirimkan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), oaling
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dzngan
memberikan alasan secara tertulis

BAB XI

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

(1)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Informasi publik di lingkungan Pemerintah
Daerah merupakan informasi yang dihesilken,
disimpan, dikelola, dikirim, atau diterimé, yang
berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan di Daerah.

Informasi publik di OPD merupakan informasi
yang dihasilkan, disirnpan, dikelole, dikiriim, atau
diterima, yang berkaitan dengan kegiatan
penyelenggaraan OPD di Daerah.

Informasi publik di lingkungan BUMD
merupakan informasi yang dihasilkan, dis.mpan,
dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan
dengan kegiatan penyelenggaraan BUMD di
Daerah



Pasal 36

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Fesal
35, diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumikan
secara berkala;

b. informasi yang wajib diumumkan secara serta
merta;

c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

informasi yang dikecualikan.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan secara Berkala

Pasal 37

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumuirkar
secara berkala, paling kurang terdiri dari:

a.

informasi tentang profil Pemerintah
Daerah/OPD/BUMD yang meliputi:
1. informasi tentang kedudukan atau

domisili beserta alamat lengkap, 1ang
lingkup kegiatan, maksud dan tujuan,
tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah/OPD/BUMD  beserta unit-unit
kerja di bawahnya;

2. struktur organisasi dan gambaran unum.

ringkasan  inforraasi  tentang  program
dan/atau kegiatar yang sedang dijalankan
dalam lingkup OPL/BUMD, terdiri dari:

1. nama program dan kegiatan;

2. penanggung jawab, pelaksana
program dan kegiatan;

3. target dan/atau capaian prograim dan
kegiatan,;

jadwal pelaksanaan prograrr. dan kegiatan;

5. anggaran program dan kegiatan yang
meliputi sumber dan jumlab;

6. agenda penting terkait pelalsanaan
tugas OPD/BUMD;

7 informasi tentang penerimaan calon
pegawali.

ringkasan informasi tentang kinerja dalam
lingkup OPD/BUMD;

ringkasan laporarn keuangan,

ringkasan laporan akses Informasi Publik,
terdiri dari:

1. jumlah permchonan Informasi Putlik yang
diterima;



(2)

f.

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi
setiap permohoran Informasi Publik;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yarg
dikabulkan baik sebagian atau selurchnya
dan permohonan Informasi Publik yang

. ditolak; dan

4. alasan penolakan permohoran Informasi
Publik.

informasi tentang peraturan, keputisan
dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau
berdampak bagi publik yang dikeluarkan olen
Pemerintah Daerah/OPD/BUMD, terdiri dart

1. daftar rancangan peraturan perunclang-
undangan Daerah, yang sedang dJalam
proses pembuatan; dan

2. daftar peraturan perundang-undangan
yang telah diundangkan.

informasi tentang hak dan tata cara
memperoleh Informasi Publik, serta tata cara
pengajuan keberatan serta 3roses
penyelesaian sengketa Informasi Fublk
berikut pihak-pihak yang bertanggung jaweb
yang dapat dihubungi;

informasi tentarg tata cara pe&ayaran
pengaduan; dan

informasi tentang pengumumaan pengiadaan
barang dan/atau jasa sesuai dz=ngan
peraturan perundang- undangan.

Pengumuman secara berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling
kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Diumumkan

secara Serta Merta

Pasal 38

Pemerintah Daerah/OPD/BUMD wajib
mengumumkan secara serta merta, yaite. suatu
informasi yang dapat mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum antara lain:

a informasi tentang bencana alam seperti

kekeringan, kebakaran hutan karene. faktor
alam, hama penyakit tanaman, epideraik,
wabah dan kejadian luar biasa;

informasi tentang keadaan bencena non
alam seperti kegagalan indust:.  &tau
teknologi, dampak industri, dan
pencemaran lingkungan;

bencana sosiel seperti kerusuhan sosial,
konflik sosial antar kelompok atau antar
komunitas masyarakat dan teror;,



d. informasi tentang jenis, persebaran dan
daerah yang menjadi sumber penyakil. yang
berpotensi menular;

e. informasi tentaag racun pada Dahan
makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat; atau

f informasi tentang rencana gangguan
terhadap utilitas publik.

(2) Pengumuman informasi sebagaimana dimreaksud

(1)

pada ayat (1), disampaikan dengan bahasa
yang sederhana, mudah dimengerti dan
dipahami oleh masyarakat.

Pasal 39

Pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja
dari Pemerintah DJaerah/OPD/BUMD yang
kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup
orang banyak dan  Kketertiban  umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1),
wajib memiliki standar pengumuman informasi.

Standar pengumuman informasi sebagimana
dimaksud pada ayat (1), paling kurang melipuri:

a. potensi bahaya dan/atau besaran dempak
*yang dapat ditimbulkan;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena
dampak baik masyarakat umum maupun
pegawai OPD/BUMD yang menerima izin
atau perjanjiar. kerja dari OPD,I3UMD
tersebut;

c. prosedur dan tempat evakuasi apatila
keadaan darurat terjadi;

d. tata cara pengamuman informasi epakila
keadaan darura: terjadi;

e. cara menghindari bahaya dar/atau dampak
yang ditimbulkan;

f  cara mendapatkan bantuan cari pihak yeng
berwenang; dan

g. upaya-upaya yang dilakukan oleh
OPD/BUMD dan/atau pihak-piha< yang

. berwenang dalam menanggulangi bahaya
dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Bagian Keempat

Informasi yang Wajib Tersecia Setiap Saar.

Pasal 40

Setiap OPD/BUMD wajib menyediakan
Informasi Publik setiap saat, kecuali yan3 dapat
ditolak berdasarkan peraturan per.ndang-
undangan.



(2

Informasi sebagaimana dimaksud pada aya«: (1),
terdiri dari:

a.
b.

C.

DIDP;

LLID;

informasi tentang peraturan, kepu:isan
dan/atau kebijakan Pemerintah
Daerah/OPD/BUMD;

seluruh informasi lengkap yang wajid
disediakan dan ciumumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;

informasi tentang organisasi, adminis rasi,
kepegawaian, dan keuangan,

surat-surat perjenjian dengan pihak ketiga
berikut dokumer: pendukungnya;

surat menyurat pimpinan atau pejabat
Pemerintah Deerah/OPD/BUMD calam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya;

syarat-syarat perizinan, izin yang
diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut
dokumen pencukungnya, dan laoren
tentang ketaaten pelaksanaan izin yang
diberikan;

data perbendaharaan atau inventaris

rencana strategis dan rencana kerja
Pemerintah Daerah/OPD/BUMD;

agenda kerja pimpinan Penizrintah
Daerah/OPD/BUMD;

informasi mengenai kegiatan pelayanan
Informasi Publik yang dilaksariaken,
sarana dan prasarana layanan In ormasi
Publik yang dimiliki beserta kond sinva,
sumber daya manusia yang meriangani
layanan Informasi Publik beserta
kualifikasinya, anggaran layanan Informasi
Publik serta laporan penggurnaannye,;

jumlah, jenis, dan gambaran umum

pelanggaran yang ditemukan dalam
pengawasan internal serta laporan
penindakannye.;jumlah, jenis, clan

gambaran  umum pelanggaran  yang
dilaporkan olen masyarakat serta laporan
penindakannya;

informasi Publik lain yang telah dinyatakan
terbuka bagi masyarakat berdasarkan
mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian  sengketa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-un Jdangan,

informasi tentang standar pengumnurnan
informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, bagi penerima izin can/atau
penerima perjanjian kerja; dan



o. informasi dan kebijakan yang disampeikan
pejabat publik dalam pertemuan yang
terbuka untuk umum.

Bagian Kelima
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 41
(1) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat
rahasia sesuai dengan ketentuan perataran
perundang-undangan, kepatutan dan
kepentingan umum.

(3) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan
pada pengujian atas konsekuensi yang tunbul
apabila suatu informasi diberikan k:pada
masyarakat dan pertimbangan yang seksama
bahwa menutup Informasi Publik capat
melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya.

Paragraf 1
Pengklasifikasian Informasi
yang Dikecualikar:

Pasal 42
(1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh
PPID Utama berdasarkan Pengujian
Konsekuensi secara seksama dan penuh
ketelitian.
(2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi

sebagaimana dimeksud pada ayat (1),
dilakukan atas persetujuan Walikota.

(3) penetapan Kklasifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan,
b. identitas pejabat PPID yang menetaplkan,

c. OPD/BUMD, termasuk  unit kerja
pejabat yang menetapkan;
d. jangka waktu pengecualian;

e. alasan pengecualian; dan

f. tempat dan tanggal penetapan.
Pasal 43
(1) PPID utama atas persetujuan Walikota yang

bersangkutan dapat mengubah kle siifikasi
informasi yang dikecualikan.



(2) Pengubahan klasifikasi informasi  yeng
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dapat dilakukan berdasarkan
Pengujian Ko nsekuensi

Paragraf 2
Jangka Waktu Pengecualian te chadap
Informasi yang Dikecualikan

*  Pasal 44

() Jangka Walktu Pengecualian Informasi Pblik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambatl
proses penegakan hukum ditetapkan pealing
Jama 30 (tiga puluh) tehun.

@ Jangka waktu Peagecualian sebagainana
dimaksud pada ayat (1), dikecualikan jika
Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam
sidang pengadilan yang terbuka untuk um-am.

Pasal 45

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Peroohon
Informasi Publik dapat mengganggu kepen:ngan
perlindungan hak atas kekayaan intelektuel dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
ditetapkan berdasarkan — peraturan perundang-
undangan.

Pasal 46

() Jangka Waktu Pengecualian Informasi 2ublik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Fublik dapat membaheayakan
pertahanan dan keamanan negara ditetapkan
selama jangka waku yang dibutuhkan untuk
perlindungan pertahanan dan keamanan riegara,
Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasti Publik dapat
mengungkapkan kekayaan alam Ir donesia
ditetapkan  selama jangka ~ waktu = yang
dibutuhkan untuk serlindungan kekayaan a.am
Indonesia.

@ Je'mgka waktu Peagecualian Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mezrugikan
ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama
jangka ~ waktu yang dibutuhkan  untuk
perlindungan ketahanan ekonomi nasiornal.



@ Jangka Waktu Pengecaalian Informasi Publik
yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat merug kan
kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan
selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan kepentingan hubungan luarne zeri.

@ Penentuan jangka waktu tertentu yang
dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan
oleh Walikota/Kepala OPD/BUMD yang
bersangkutan.

Pasal 47

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Pcblik:
yang apabila dibuka dlapat mengurigkapken is.
akta otentik yang bersifat pribadi dan kemeuarn
terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkart
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Fublik
yang apabila dibuka dan diberikan kedada
Pemohon Informasi Fublik dapat mengunzkap
rahasia pribadi seseorang ditetapkan sc:lama
jangka  waktu yang dibutuhkan  ntux
perlindungan rahasia oribadi seseorang.

(3) Infdrmasi FPublik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dapat dibuka jika:

a. pihak yang rahasianya diur gkap
memberikan persetujuan tertulis; dan/ atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi
seseorang dalam jabatan-jabatan pacia
Pemerintah Daersh/BUMD sesuai peraturen
perundang-undangan.

Pasal 48

Jangka Waktu Pengecualian memorandun. atau
surat-surat antar/intra Pemerintah Daerah/BUMD
yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan
ditetapkan berdasarkaa peraturan perundang-
undangan.

Pasal 49
(1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis
Jangka  Waktu Pengecualiannya menjadi
Informasi Publik yang dapat diakses oleh
Pemohon Informasi Publik dengan penetapan
dari PPID Utama.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) ha-i kerja
sebelum berakhirnya Jangka Waktu
Pengecualian.



(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimassud

pada ayat (2), tidak dilakukan, Informasi yang
Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada
saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualiar..

Paragraf 3

Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

(1)

Pasal 50

PPID Utama mengklasifikasian Informasi Fublik
setelah  melaksanakan  pengujian  teatang
konsekuensi sebagaimana dimaksud cdalam
Pasal 42 ayat (1), serta sctelah
mempertimbangkan  bahwa dibuka  atau
ditutupnya Informasi Publik dapat:

a memastikan agar masyarakat capat
berpartisipasi secara efektif dalara
pembuatan  kepatusan yang me railiki
dampak serius pada publik;

b, memastikan aga® masyarakat merdapat
informasi mengenai kemungkinan bshaya
bagi kesehatan can keselamatannya serta
upaya-upaya yang memadai cntuk
mencegahnya;

c memastikan agar pihak yang berwenarg
bertindak secara adil terhadap masyarekat;

d memastikan agar masyarakat tidek
mengalami kerugian akibat penyalahgunaen
wewenang; '

e memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang berat dapat diketahti oleh
publik; dan/atau

f memastikan akuntabilitas Peme-intah
Daerah/BUMD.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan
dalam surat pemberitahuan tertulis atas
permohonan Informasi Publik.

Pasal 51

PPID utama wajib menghitamkan atau
mengaburkan materi informasi yang
dikecualikan dalam suatu salinan Informasi
Publik yang akan diberikan kepada publik.

PPID Utama tidak dapat men jadilkian
pengecualian sebagian informasi dalamr. suatu
salinan Informasi Publik sebagai alasar. un-uk
mengecualikan ekses publik terhadap
keseluruhan salinan Informasi Publik.



( Dalam hal dilakukan penghitaman atau
pengaburan informasi, PPID Utama wajib
memberikan alasan dan materinya pada masing-
masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

BAB XII
TATA CARA PELAYANAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 52

(1) Pemohon Informasi Fublik berhak mengajukan
keberatan dalam hal ditemukannya aasan
sebagai berikut:

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;
b. tidak disediakannya informasi berkala;

c. tidak ditanggapiriya permohonan Inormasi
Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi
tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi
Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataa

g. penyampaian Infcrmasi Publik yang melebihi
waktu yang diatur dalam Peraturan Walikota
.ini.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b sampai dengan huruf g dapat
diselesaikan secara musyawarah oleh kedua
belah pihak.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditujukan kepada Atasan PPID
melalui PPID Utama.

(4) Pengajuan keberatan sebagaimana diraaksud
pada ayat (1), dapat dikuasakan kepade pihak
lain yang cakap di hadapan hukum.

(5) Keberatan diajukar. oleh Pemohon Informasi
Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah ditemukannye alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua
Registrasi Keberatan

-

Pasal 53

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara
mengisi formulir kederatan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah/BUMD bersangkutan.




)

@)

©)

(1)

)

Dalam hal pengajuar. keberatan disampaikan
secara tidak tertulis, maka PPID wajib memktantu
Pemohon Informasi Publik yang mengajakan
keberatan atau pihak yang menerima guasa
untuk mengisikan formulir keberatan dan
kemudian memberikan nomor reg.strasi
pengajuan keberatan.

Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b.  nomor pendaftaran permohonan Informasi
Publik;

tujuan penggunaan Informasi Publik;

o

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Fublik
yang mengajukan keberatan; ‘

d. identitas kuasa Pemohon Informasi
Publik yang mengajukan keberatan
bila ada;

e. alasan pengajuan keberatan;

=+

kasus posisi permohonan Informasi Puclik;

g. waktu pemberian tanggapan atas keberatan
yang diisi oleh petugas;

h. nama dan tanda tangan Pemohon Infcrmasi
Publik yang mengajukan keberatan; den

i. nama dan tanda tangan petugas yang
menerima pengajuan keberatan.

PPID wajib memberikan salinan formulir
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya szbagai
tanda terima pengajuan keberatan.

Format formulir keberatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Format Jformulir keberatan  sebageimana
dimaksud pada ayat (3), berlaku pula dalam hal
Badan Publik menyediakan sarana pengajuan
keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 54

PPID Utama wajib mencatat pengajuan
keberatan dalam buku register keberatan.

Register keberatan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling kurang memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan:

b. nomor pendaftaran permohonan Informasi
Publik;




(1)

(2)

(3)

c. identitas lengkap Pemohon Informasi
Publik dan/atau kuasanya yang mengajukar
keberatan;

Informasi Publik yang diminta;
tujuan penggunaarn informasi;

alasan pengajuan keberatan,;

m 0 o

waktu pemberian tanggapan atas keberatar
yang diisi oleh petugas;

h. nama dan posisi Atasan PPID,;

i, nama dan tanda tangan Pemohon Info-masi
Publik yang mengajukan keberatan;

j. nama dan tanda tangan petugas yang
menerima pengajuan keberatan,;

k. keputusan atas keoeratan; dan

1. keputusan Pemohon Informasi Publik atas
keputusan Atasan PPID.

Format buku register keberatan sebagairnana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercenturn
dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tanggapan atas Keberatan

Pasal 55

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan
dalam bentuk keputusan tertulis yang
disampaikan kepada Pemohon Informasi fublik
yang mengajukan keberatan atau pihak yang
menerima kuasa paling lambat 30 (tiga »Huluh)
hari sejak dicatatnya pengajuan kebzratan
tersebut dalam buku register keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling kurang memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapar aras
keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan,

tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID
atas keberatan yang diajukan;

d. perintah atasan PPID kepada PPID Utama
untuk memberikan sebagian atau seluruh
Informasi Publik yang diminta dalam hal
keberatan diterimra; dan

e. jangka  waktu pelaksanaan psrintah
* sebagaimana dimaksud dalam hurufd.

PPID Utama wajib melaksanakan keputusan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),
pada saat ditetapkannya Keputusan tertulis
tersebut.




Pasal 56

Alur pelayanan keberaten sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

Pasal 57

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang
tidak puas dengan keputusan atasan PPID dapat
mengajukan permohonan penyelesaian sergketa
Informasi Publik kepada Komisi Informasi oaling
lambat 14 (empat belas) nari kerja sejak diterirnanya
keputusan atasan PPID.

BAB XII

FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Pasal 58

(1) Sengketa informasi dapat terjadi apabila Koraisi
Informasi Pusat can/atau Komisi Informasi
Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kota sesuai
dengan kewenangarinya, menerima permohonan
sengketa informasi yang diajukan pemohon
informasi karena tidak menerima alasan
tanggapan Atasan PPID.

(2) Pengajuan sengketa informasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan pemonon
informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan
tertulis dari Atasan PPID.

Pasal 59

(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian
Sengketa Informasi Publik dilakukan sesual
dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

(2) Walikota melalui Atasan PPID menetagpkan Tim
Fasilitasi Sengketa Informasi untuk
mengupayakan per.yelesaian sengketa informasi,
yang dibentuk oleh PPID Utama.

(3) Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi
Sengketa Informasi juga berfungsi sebagzai Surat
Kuasa untuk bersidang mewakili Perierintah
Daerah Kabupaten/Kota di Komisi Informasi
Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi
dan/atau Komisi Informasi Kota sesuai dengan
kewenangannya.

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh
PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu,
pejabat yang menangani bidang hulcam dan

pejabat fungsional serta pejabat/stal’ lainnya
sesuai dengan kebatuhan.




(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penar.ganan
sengketa informasi dengan melakukan
koordinasi dan kcnsolidasi bersama PPID
Pembantu terkait, pejabat yang menangani
bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak
lain yang dipandang perlu.

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan
Sengketa Informasi diatur oleh Tim berdasarkan
arahan Atasan PPID.

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil
penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan
PPID

(8) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi tercantum
dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota in..

BAB XII
PENUTUP

Pasal 60

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai bezrlaku,
Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Tata Kerja Pejabat Pengelola Informas. dan
Dokumentasi dan Standar Operasional Prosedur
layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemzrintah
Kota Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Walikota ini  mula berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dsngan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 e\ 2017

MUHAMMAD RUDI

Diandangkan di Batam
pada tanggal 2 we! 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

\

EFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR %3Y




LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 27 TAHUN 2017

TANGGAL : 2 W&t 2007

STRUKTUR ORGANISASI PLIC KOTA BATAM

Pembina
Wali Kota
Wakil WaliKota

C | -
Pengarah Tim Pertimbangan
Selaku Atasan PPID Pe abat Eselon ILb. Setda

Sekretaris Daerah Ko:a, Pimpinan Perangkat
Daerah

l il
I
PPID Utama Pejabat Esclon III
Bidang Komurikasi dan Informasi
Publik Dan/atau Bidang Kchumasan

|

PPIC Pembantu \
Pejabat Perangkat Daerah
Pengelola Informasi dan

Dokumentasi
_/
Bidang Bidang Bidang Bidang
Pencukung Pengolahan Pelayanan Fasil tasi
Sekretariat Data dan Informasi dan Sengketa
FLID Klasifikasi Dogumentasi Informasi
Informasi \
( Pejabat Fungsional J
WALIKOTA BATAM
/__.——_——ﬂ

/

MUHAMMAD RUDI



Adoopaoy wrep Adooyfos ynjuaq urerep uedunsi

‘NVV.LVANHd NVA NV.LVLVONHJ]

‘NV.LVONIJHd

1oUI9lU] UBSULIR[ "{

Jojuey sIn3 jefy "¢

90UQI3J9Y] JO ULID], T

el193] BUBOUSY uep el1oy] requia |

B vy v~ v [y v M aBaRdendihe

INVAVADNA TAAd / NVLVIVadd

4444444 TXYTNT Y T oYNT

TNVLV I AAN A

€l10c unye] 1 Biod

COT A TTMITN T o7 S,

TLLUC M MY o0 L il

600T unyel, sg NN -

9
010C unye] 1 Iad -
010C Unyel, 19 dd -

o) 0

N

‘800z unyelL +1 NN 1 1

VNVSHVTHd ISVAIAITVY]

INNXMNH dvVSvd

ATTdNd ISVINJOANI

ISNINMASNON IrN

dOS VINVN,

dOS JONWON;

WVLVY VLOXN HVINI-ANAAJ

LIOT vaw T © TVDDNVL
LTOC NONHVL L2 © dOWON
VLOMI'TVM NVINLVIAd 1 NVITHINVT

ATTANd ISVININOUINI ISNINMASNON I dOS




YS[0 USWinNI{op /ISEeUWiojul SNjE3s
ISBI]S13019] exIp "pnsyewWIp 3UBA UaWINNOP
LS LAV UL _ < JISEULIOJUL U YEBIIAUIUL HILUTL _
ueuoyourrad qeIse( 1exsueiad /usuoduwioy
yelos epedoy uesyejuLIowawW (Idd BYew
qeaor(] ‘eluay ey Aqgnd ‘exnqJo) yeepe pnsyewp suek
jex3ueiad (ynindas) | y¥nijun exnqian uawWINOp /ISewIojul ByI( "exqnqglal
neye| QO rewnsxew uexeieAulp neje eiseyel jnseulla) yexede
usuodwoy ‘“el1ax ye[al ‘“rsewrrojul uoyowad ejurwp
LIep uawnop weluep | duek uswnsjop Suef uawnNop /ISEULIOJUl SNIBIS
/1sewrzoruy Lrey eped /1sewo1ug sere (1144 epedod uestedureAuaia c
ISBULIOJU] 010 unyel | < wnuwn
ueuekeod DRAd wedunjuaday uep ueinieday ‘NN
uegduequIniag uep g00¢ ueiIesep.laq eiseyel 1ejIsiaq Sue g
], el1oyy unyer &1 J1Y pusyewp gued uswnyop
uesninday] urel uep nn /1sewiojul
jeing ey eped | wnny reseq seje ueduequiiiad UBLISqUIDA ré
(>1IN)
Lp sejnuapt
ueos /Ad02030]
ndureqip uep ISBUWLIOJU]
dex3uof 1s1p uoyowad ‘ISeWIOjU] wreueie[ad
ye[a1 3uek LIEp UaWINMOp ueduequiillod wWli], uexieqlow
IseuLIOjul /1sewoijul ueduop J[(] wefep jnseuol
ueuoyowtad ueuoyourtad Jepr} 3ued UdWINNOP /ISEULIOJUT
Sesdoy JEEs deijoy SEdoy] Sele UBLIEY Ueqe[oN L
qeise( ISBULIOJU] njuequad
inding febbagopny Uoduinusiel Uoy{OWiod | 1€7ousisd Ut UeAsiod didd
uedueraloy neje ueduequiiliad | uep eurein uejerdoy] OoN
uauodwoy] wj, aidd
sunjynpusdg euesye[ad




TATANT 7Y ::;&4 T TAT
INALECL NV VUVAR VLAV

r“\l\

INVLvd VLIOMTIVM

uexejouad
jeins neje
ISBULIOJU]
uoyowad Y90
BjuTuIp

Sued xiqnd
ISeULIojU]

13e]
Sueluediadip
1edep

AGpi) usp
uesLLqip
SI[N119) ue
nyejusquad
selas

ey (ynMny)
/ Bue|as
ISBUWLIOjUI
ueuoyouriad
ueynuawad
uedueluediad
uexleqlp
[EWISHEN

eISEYRI
uexIo08a1eIp
1NQ2s1a}
U3UINNOP
/1sewtoput exqil
ueejouad
jBINS

neje 1SeWIoju]
uoyowad

Y910 ejuiip
3ued uswnso(
/1seuoju]

‘elseyel uesejefurp
uswnyop/isewojul snjels eqil
uoyowad epeday uesejouad jeins
ueLIaquiaW Neje ueewlouad

i3 Nq epue] luedurjepuBuSUw
ueduap Isewsojul uoyowad

Ys[o ejuruip

duelk 1ISBULIOjUl UBNLI9QUIIIA

‘ISeuLIOUl

uoyowad epeday ueseouad
Jeins jenquial (Jidd exeuw
‘elseyEl Uy EIRAUID ISBWIOJU]
ueueie|ad ueduequUIllod Wiy,




LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKO A BATAM
NOMOR : 27 TAHUN 2C17
TANGGAL : 2 wey 2017

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

PEMERINTAH KOTA BATAM
J1. Engku Putri No. 1
Tip. (0778) 462164. Fax. (0778) 461349 Batam
kominfo@batam.go,id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

NOMOR PENDAFTARAN

(diisipetugas)*:. . .. ... ... .
Nama L e e e e e e
Alamat S
zkerjaan L e
Nomor Telepin/E-mail P

Rincian Informasi yang dibutuhkan
(tambahkan kertas bilaperlu) . .. ..........

..............................................................................................................

.....................................................................

Cara Memperoleh Informasi**
oMelihat/me mbaca/mendengarkan/Mencatat***
oMendapatkan sal nan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendag atkar Salinan Informasi
*k
oMengambil
Langsung okurir
oPos

Taksimili
ur-mail

...................... (tempat),.......cc.ccoeeeeeeeeennnn...(tanggal /bulan /tahur )

Petugas Pelayanan Informasi

(Penerima Permol onan Informasi) Pemohon Informas.

(et e e e ) (et )
Nama dan Tanda”‘angan Nama dan TandaTangan
Keterangan:

. Diisi cleh p:tugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

o Pilih salah satu dengan memberi tanda ()

) Coret yang :idak perlu




Hak-huk Penohon Informasi Berdasarkan Undarg-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.  Pemchon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di
Radan Pulilik kecuali
(a) informesi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi
dapa:: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
perseingar. usaha tidak sehat; Membahayaksn pertahanan dan keamranan
Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketabanan
ekon>mi nasional; Merugikan epentingan hubungan lua- negeri;
Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun vzasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorancum atau
sura-suret antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pzngadilan;
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang.
(b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belura dikuasai
atau didol:umentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI
BER JPA HOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda
bukti permohonan informasi tidak diberiken, tanyakan kepada petugas
informasi alasannya, mungkin perm:ntaan infcrmasi anda kurang lengkap.

[II. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertul s tentang
diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Eadan
publik. Badan Publik dapat memperpanjang ‘waktu untuk member. jawaban
tertulis “x 7 hari kerja, dalam hal :normasi yang dimirta oSelum
dikuasai/ didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang
diminta te rmasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

V. Biaya yar.g dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan
surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat
keputusa1 Pimpinan Badan Publik)

......................................................................................................................
.....................................................................................................................

....................................................................

V. Apabdila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik
(misal: menolak permintaan Anda atau mermberikan hanya sebagiar. yang
dim nta),;naka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada
atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapult h) hari kerja sejak p:srmohonan
info ‘masi ditolak/ditemukannya alesan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib
meraberil:an tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukar Pemohon
(nformas; selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
dite -ima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apanoila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPPID. maka
perr ohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi
dalem jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya <eputusan
atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

WALIKOTA BATAM
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LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR :27 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 wev 2317

BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

EE Prgann
| o | 1o |Oeouenein Wi | Sekwr Tetl | T

KETERANGAMN:
Homot T distentang nomer pendaisran parmohonan Irformasi Pk _
Tangga .| disi eniarg tangoal parmohonen dierime. _
Hama | disinisng rams pamohon -
Alama | disi enare alamat lenck a0 dan jelas Pemohon formas unik memudekan panciriman informasi publit yang dimiia
Homor Koalak | disieniang nomor Rontal {nomox ileponeksimiAelepcn selulr/emed Permohon |1iomis | Puoik _
Pekermn | disi nng pekenaen Pemohon informasi Publ. -
informasi Yang Dim nfa | disieniang detad informas! yang dimints. _
Tujuan Pergguna:: formasi | disi niag fuuaralssan n dan pangounemn rfomsi -
Status hformasi | g1 dengan mencontreng saish saluBia tidsk dibawah pgussamn, tulsken Badar Pubil lan yarg menguas i ile dkelhui, sesuei den a1 sin d formule peterishuin tebis
Format Informas Yong Dikuasa | | disi derpan mencortreng salen satu
Jenis Permohonan | disi dengan mencortreng salah ssu
Hari dan Tanggal | desientsng:

2 Wakfu peryampsian permbertahuan et s sbegaimera dimeks ud daam Pasal 22 Undang-undang No. 142003 tertang Xetetulisanrfar e Publk. Viktu panbetsruae atds jugs
enandakan +8ktu penolak an ikoemes | s patil pe:mohongn dipisk. Dengan 28 in, dalam hel pesmohonen nformesi ublit Stola, 8.8 perbi ahuan rls 153 degar
perolsian.

b waktu sampai dengan informasi ok rimkan g8 Cierime oleh Pemohion Ink masi Publik

Keputusar | disisesusi danpan Bi keputusan delem pembaritshuan vl _
Alasan Penolakan | disi dengan s an penclsian oleh giasan PPD. _
Biaya & Cara Pembayaran | disi entsng Hieys vang dbutuhkan s s perncisnnys div cars pembgyatan yang Jiskuk .

“Fomatin dalah bt <2t Registe Fermononan Iniormas: Publik secara menal, Badan Publi dagat men; embingkan dalam brmat i, Meainya 5603 kompul Sasiderjan memendhiy & unsur ying lemug! caam bt

s

WALIKOTA BATAM
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LANM.PIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 27 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 mel 2017

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS
(RANGKAP DUA)

PEMERINTAH KOTA BATAM

B. Laformasi tidak dapat diberikan karena:™

J1. Engku Putri No. 1
&ﬁ{ ~i Tlp. (0778) 462164. Fax. (0778) 461349 Batam
S kominfo(gbatam.go,id
PEMBERITAHUAN TERTULIS
Berdasarkan permohonan Informas: pada tanzgal ...... bulan ..... tahua ...
dengan ncmor pendaftaran* ..., i menyarapaikan kepada Saudera/c
MAMA D e SRR
Alamat @ ... e e e
200.Telp/ EM@Ili. o e
Pemberitahuan sebagai ber:kut:
A. Informasi Dapat Diberikan )
| No | Halhal terkait Informasi Publik Keterangan
1. | Penguasaan Informasi Pubhk** = Kami
_ Badan Publik lain,
N VaitU........ceeeeeen [P
2. |Bentuk Fisik yang tersedia** _ Softcopy (termasuk rekaman)
i — Hardcopy/ salinan wrtulis
3. | Biaya dibutuhkan =~ . Rp...:.....(Jmlh
ya yang _— Penyalinan  |; ompegan)=Rp...|.
4. |WaktuPenvediaan ] ... Hari
5. |Penjelasan penghitaman / pengaburan informasi yang
dimohon****(tambahan kertas bila
perlu). ettt teer et ea e s e

? Infcrmasi yang diminta belum dikuasai
? Infcrmasi yang diminta belum didokumentasikan
Fenyeciaan informasi yang belum didokumentaskan dilakuican dalam

jungka wakt................ baininll
Pejabat Pengelola Infarmasi dan 1Yokumentasi
(PPID)
Kete:angan: Nama & Tandatanzin
* Dii i sesuai dengan nomor pendaftarar: pada formulr permohonan.
™  Pilihsalah satu dengan memberi tands (V)
b Biava Penyalinan (Fotocopy / disket) dan atau biay: pengiriman(khusus kurir ¢4n Pos) sesuai
der.ganstandar biaya yang telah ditetaplan
e ik ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen maka diberikan alasan penghitaman
s

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi vang dizinta

MUHAMMAD RUDI




LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 17 TAHUN 2017
TANGGAL : 2z wer 2317

FORMAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOEIONAN
INFORMASI (RANGEKAP DUA)

PEMERINTAH KOTA BATAM
J1. Engku Putri No. 1
Tlp. (0778) 462164. Fax. (0778) 461349 Batam
kominfo(ibatam.go,id

Nama

SURA T KEPUTUSAN PPID TEN TANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMAST

No. Pendaftaran:® ............ ...

Alamat

No. TelpyEmu:il

Rincian Infarmasi yang dibutuhkan

INFORMASY YANG DIKECUALBKAN

Penge. nalian
Informuasi dicasarkan : [ 7 PasaliZhuyuf . ... 17U KIP atau Pasal.. ..
pada alasan

Bahwa

D Pasal ... Undang-Undang ...

berdasarkan Pasal-FPasal di atas. membuk.a Informasi tersebut d apat menimbulkan kons ekuensi

sabags i barikat:

Cengin dent kian menyatakan bahwa:

PERMOHON AN INFORMASI OTTOLAK

hka Punohon Informasi keberatan atas penclaxan mi maka Pemchon Informasi dapat mengajukan
¥sberatan kedada atasan PPID selambat-lambamya 30 (tigs puluh) hari kerja sejak mererina Surat
Keputasan ix.

Ketexax:

-

- -

[vecernn i Tempat) ... ... ... (tangga l bulan, dan tahan) =]
Pejabat Pengelola Informasi dan [ oku mentasi
(FPID)
Namas & Tandatangan

g‘xﬁic kh petugss berdas sxkan romeor registrasi permohoran Informasi Fublik.

Diisicleh PPID sesuai dengan pengecualian pad a Pasa: 17 huruf a - i UU P

Sesusi dengan Pasal 17 huruf j UU KIP. diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian
dalam und ang-undang lain yang mengscualikan informasi yang dimochon tersetut {sebutkar:
pasal Jan undang-und angnyval.

Diisi cleh petugis dengan memperhatikan batas tertar.g jangka wakin pemberitah ian tertulis
seba gimana diatur dalam UU KIP dan Farsturanini.

WALIKOTA BATAM
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LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : &1 TAHUN 2017

TANGGAL : t-wer 2017

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemokon Sekretariat Bidang Bidang Bidang PEID Koraisi
Pengolah data Pelayanan Penyelesaian Pemr bantu Informasi
dan Klasifikasi dan Sengketa

Informasi Dokument asi
Informasi _
Mencatat /
Mengajul-an data
Permohorian = pemohon PEN P U
Informe si _ dan
informasi
yang diminta Ya
/ - .{
A
Mengecek
. status
Memberikan |+ informasi
Tanda Bukti yang
diminta
Informasi
PR Dikecuali
. kan
Informe si
yang — ———
dibutuh«an
i Menyiapk:n
Materi
. Jawabat
Tidak
Menyusun
Jawaban
———————— Penyelesaian
3 Sengketa JRp—
Puas . Informasi
Tidak
Ya l
| Puas e - —— ] Komisi
e sai . Infrrmasi
Sele sai Ya Tidak

WALIKOTA BA"AM
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LAMPIRAN X : PERATURRAN WALIKOTA BATAM
NOMOR :27TAHUN 2017
TANGGAL g el 2017

FORMAT FORMULIR KEBERATAN

PEMERINTAH KOTA BATAM
J1. Engku Putri No. 1
Tlp. (0778) 462164. Fax. (0778) 461349 Batam
kominfobatam.gc ,id

FORMULIR KEBERATAN
(RANGKAP DUL)
A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

(Yonux ¥ Regy trasi Keberatan PP
tvomi t Perr ochoran Informasi H
‘“wjuan Peng gunaan Informasi
ident tas pernohon

Mauma H

A axat M

e Bidisi Potugass

Nomor “lelepon H

Pikerjaan :
‘dent tas Ku.sa Pemohon™

Nama

A lamat

Nomor “'elepon o
B. ALASAN KEBERATAN ***

a. Permohman inform asi ditalak

b. Infarmasi berkala tidak dis ediakan

c. permintasn inform asi tide k ditanggar:

4. permintaan informasi ditunggapi tidal: sebagaim ana yang dimina
epemintaan infarmasi tidak dipenuli

f. bisya yang dikenakan tidsk wajar

g. informasi disampaikan mealebiki jangka waktu yang ditentukan

¢. KASUS POSISI tambahan kertas bila perlu}

p&h & as) v »e
Dem Jian kJe-beratan ini saya sampaikan. atas parhatian dan ‘anggapannys. saya ucapkar. erinakasih

{ecor A Tempate .. ..............(tanggsl bulan, dantalun) ey
Men etahw,
¥ etu gas informasi PENGAJU Keteratan
{Penerix a keberatan}
MNama & Tandatangan Nama & Tandatangan

R ¥ 2 L F-3% 4

= s M WS S ’:wtumthmtdAmcmm:r DERSAIAT WXIE e
et PO &8 TXATRS LN SN LIt R e SR m“wlumwm—x Eanss

i T i SO T PARA 33 WK KIP, MM oR N IONGE K HSBOIR AN §1 KL AEOTED A W W R TRED B i N

.- " LA EERNLL whm:mwsnumuu w2

A THeSE R A58 COMIAN T WNQD K SR LIWLATY A TOLSATLE LD Y BTL B OB W A BT AR LIRS BIT B IC RSN Ducd B TELSE D D R
W SR

WA}.J.KOTA BATAM
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LAMPIRAN XI : PERATURRAN WALIK.OTA BATAM

NOMOR :t1TAHUN 2017
TANGGAL : 2 wey 1017

BUKU REGISTER KEBEFATAN FORMULIR KEBERATAN

kngm
M

g

Nsa

At

Ne:obuvk

Ta am

Ne fondaforn demeboam b ‘omm
Dk i Yy Gt

Topims g am Infoonm
AlnaJeagin s Jadusine

LUE T T 11

Niadaa Yoot Awse T
Torzpaa Pon shes labman

Ho o Tmgs Pomboiato gapes g Koot

v eriung semet RpoTIS taeun

dan ey
& g Nomt Perchon hbenix NS g monpuuim Meeennds e

e xrinyg sent o ghay dn i) Pemaler o

S oty reevt beoak pomor e ok onl/tcepon iy, emal e meien nkemes FuL

1wy ihermn e

din erlasg sckerimen fonshon kemen Bk

S kg oot 1o e yod brmde sermahienn odrman. Diar o Leboroen baera dlpaninioen on vong Vi damumion e 1 ke, v kalem o e D ik

o derpn lceman arg dway

ol wrng e S prmehene ey agptme wieemes
S denpn e e v emani e Vg St S04k e wkan i o s e Poog 1 U Undtogndeng ) 3k n o i
t Forolthn ao jean e wiote sz dedhawian sioee perger, e iéhagamant S oad daien Piad {7 Unng Undry Ve ctan Lol mox R s s nomiam g

“we e e e

it

Tidek Socsbarmys sneonin e sl wibegparan denconad o am Pk .
Tudek dungpnona permctone akenai Bk

Rermobooan rkomon Fuht dtogpen stk npemes vary dev
Tk ooy pemoionnn lrmes o,

RegromnSavenghddvge o an

Portapuin b Rk ye-g melin wily
- on degw kuraanreng den ikhAw o TR
dix heride wngp! pomierim wagren s hewe
S demgwn B8 ORI VIR et con NI KNI 6N 1 rgan 0 e ot ket Wallow
S0 dergw wngpipen Remoion Womn B, Kk wo Koo dwwn 772

WALIKOTA BATAN.
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~AMPIRAN XII : PERATURRAN W£]IKCTA BATAM

NOMOR

TANGGAL : t wey

ALUR PELAYANAN KEBERATAN

: 27 TAHUN 2017

2017

NO

UL'AIAN PROSEDUR

PEMOHON
INFORMASI

SEKRLTARIAT

PPID

ATASAN

PPID

TEAM
PERTIMBANGAN
INFORMASI

Pe:nohor. inform isi yang merasa tidak puas
ates pemberien  informasi mengajukan
keberatan secari langsung dengan mengisi
Fo: mulir keberatan atas pemberian informasi
sesuai dengan fo -mat pada lampiran I

J
]

PP mencatat pida buku register keberatan
sesuai iormat »djada lampiran II dan
meayamaikan  formulir keberatan
peiaberi: n inforrasi kepada PPID

atas

L

PP.D menerusken laporan kepada Atasan
PP:D

Atesan FPID dale m waktu maksimal 25 {dua
puuh lina} har. kerja membuat tanggapan
ter ulis vntuk di;ampaikan kepada pemohon:

a. Jil:a kebe -atan atas informasi terbuka,

atasan P (D memberikan tanggapan dan
disar ipaikan kepada pemohon informasi

dengan lasapiran bahan informasi yang
diminta deigan  memberitahu kepada
pemc¢ hon bahwa biaya penyalinan
infor nasi dan pengiriman  salinan
infor nasi dit nggung pemohon;

b. Jika  keberatan atas informasi yang

tertu:up, atisan PPID menyelenggarakan

siling uji konsekuensi dengan peserta

para Tearn Pertimbangan Informasi, PPID
utama, dan FPID pembantu terkait:

Ababila <¢eberatan  diterima, atasan

PPID n emberikan tanggapan dan di
sumpaika1 kepada  pemohon bahwa
b aya senyalinan  informasi dan
p-ngirimen  salinan informasi  di
te nggung pemohon;

Abnabila }eberatan di tolak, atasan
PIID mem derikan tanggapan di sertai

alasan keada pemohon informasi;

tertutup

ditolak

WALIKOTA EATAM
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LAMPIRAN X PERATURRAN WALIKOTA BATAM
NOMOR :29TAHUN 2017

FIVANT/ZN /Y AT ~ . —

LAAUNNI\IAL N.!ﬂ_ ZUlLi

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Ay A oAn

WQLL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
FASILITASI SENGKETA
INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KOTA BATAM
DASAR IIURUM N LALLM INADL PILLAKSANA a
1. 1. UU 14 Tahun 2008:
2. UU 25 Tahun 20009;
3. UU 23 Tahun 2013;
4. PP 61 Tahun 2010
5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013
KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
3 Alai tnlie bantar
4. Jaringan Internet
PERINGATAN- PRNCATATAN NAN PRNDATAAN:
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
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Pelaksana Pendukung
No Kegiatan wmaoros. Huwﬂuwmmwmc Atasan Komisi . Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Informasi PPID Informasi
Pembantu
1 Setiap Pemohon Informasi dapat (1) Formulir 'Pada hari dan | Berkas
mengajukan keberatan secara Pengajuan Keberatan |jam kerja, permohon
tertulis kepada Atasan PPID dalam Informasi Publik maksimal 10 |an
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, ! ! yang tersedia di meja | (sepuluh) hari | informasi
sejak permohonan informasi pelayanan PPID atau | kerja, sejak yang telah
teregistrasi dan diberikan. ditampilkan di permohonan diisi
Perpanjangan pemenuhan website dan dapat informasi lengkap
permohonan informasi selama?7 diunduh, teregistrasi dan
{tujuh) hari sejak pemberitahuan (2) Potocopy atau dilampiri
tertulis diberikan dan tidak dapat scan identitas diri fotocopy/
diperpanjang lagi (NIK) dari Pemohon scan
Informasi identitas
yang mengajukan diri (NIK)
keberatan
2 | Atasan PPID menetapkan Tim { Tanggapa
fasilitasi sengketa informasi untuk n tertulis
mengupayakan penyelesaian dari
sengketa informasi, yang dibentuk atasan
oleh PPID Utama PPID
perihal
informasi
yang
disengket
akan
3 | Tim fasilitasi sengketa informasi di Diajukan
ketuai oleh PPID Utama dan dalam waktu

beranggotakan PPID Pembantu

paling lambat




terkait, pejabat vang menangani
bidang hukum, pejabat fungsional,

carta K1 Isranao caciial Aenaan

BULRN vl e f Gl SO S oy S

kebutuhan

14 (empat
belas) hari

lrosriao antalals
BN A )

diterimanya
tanggapan
tertulis dari
Atasan PPID.

Tim fasilitasi sengketa informasi
melaporkan proses penanganan

sengketa informasi kepada Atasan
PPID
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Upaya penyelesaian Sengketa
Informasi Publik diajukan kepada
Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten /Kota sesuai
dengan kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID dalam
proses keberatan tidak
memuaskan Pemohon Informasi.
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